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Judul : PROSES KOORDINASI TERHADAP KELANCARAN

PENYELESAIAN SKB PADA KANTOR BERSAMA
SAMSAT MEDAN SELATAN (Studi Implementasi
Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lantas Kepada
Provinsi di Kabupaten/Kota)

SAMSAT dibentuk berdasarkan 3 (tiga) keputusan bersama antara Menteri
Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri. Ketiga instansi tersebut kemudian mendelegasikan tugasnya kepada dinas-
dinas dibawahnya untuk menangani tugas-tugas yang bersifat operasional di lapangan
sekaligus melakukan koordinasi.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yaitu dengan
menggambarkan kejadian pada masa sekarang kepada masa yang akan datang.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, obsevasi dan study
kepustakaan, sedangkan proses analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan
data kemudian dipisah-pisah menurut kategori untuk kemudian diambil suatu
kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, dalam melaksanakan tugas operasional
SAMSAT Medan Selatan berada di bawah koordinasi 3 instansi yang dilimpahkan
kepada Dinas Pendapatan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri, Kepolisian oleh
Menhamkam, Jasa Raharja oleh Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugas-tugas
SAMSAT pelayanan kepada publik dilakukan dengan sistem satu atap, sehingga
proses penyelesaian Surat Kenderaan Bermotor dapat diwujudkan dengan sistem
pelayanan yang lebih cepat. Walaupun masih terdapat kelemahan, akan tetapi sistem
pelayanan sudah mengalami perbaikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hal ini dapat dikemukakan kesimpulan bahwa, proses koordinasi tugas-
tugas SAMSAT oleh 3 departemen sudah berjalan dengan baik. Sistem pelayanan
publik sesuai dengan jadwal penyelesaian pekerjaan belum seluruhnya dapat
diwujudkan, demikian juga dengan kehadiran calo yang menawarkan jasanya untuk
membantu publik mengurus kepentingan terkadang memberi kesan memaksa,
sehingga publik yang berkepentingan dengan SAMSAT kurang nyaman.

Kata Kunci:
1. Koordinasi
2. SKB
3. Samsat Medan Selatan
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Administrasi Publik dewasa ini baik di negara maju
maupun di negara berkembang mengarah pada peningkatan efisiensi dan
profesionalisme. Berbagai kegiatan yang bergerak dalam ruang lingkup
administrasi publik semakin tertata dengan baik, rasional, efisien dan dinamis.
Pada era reformasi ini, desakan ke arah peningkatan kualitas pelayanan publik
tidak dapat ditunda lagi, pemerintah baik pusat maupun daerah terus
mempersiapkan konsep pelayanan yang berkualitas dan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Walaupun pemerintah dengan berbagai aparat-aparat birokrasinya sudah
berbenah diri dan melakﬁkan Iperba.ikan dalam berﬁagai sektor, dalam
kenyataannya pelayanan kepada masyarakat masih sangat memprihatinkan, baik
dari segi kecepatan, ketertiban, keramah tamahan, ketelitian, kesungguhan,
tanggung jawab maupun dari segi kualitasnya.

Salah satu organisasi atau instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang
pelayanan publik adalah Kant_or Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap (Kantor Bersama SAMSAT). Instansi ini mempunyai tugas untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor
dalam kaitannya dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sumbangan Wajib Dana
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Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam kaitannya dengan pengurusan

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pada dasarnya SAMSAT dibentuk berdasarkan 3 (tiga) keputusan bersama
antara Menteri  Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI  (No.Pol
Kep.13/X11/1976), Menteri Keuangan (No. Kep. 1963/MK/IV/1976) dan Menteri
Dalam Negeri (No. 331 Tahun 1976). Ketiga instansi pemerintah tersebut
kemudian mendelegasikan tugasnya kepada dinas-dinas dibawahnya untuk
menangani tugas-tugas yang bersifat operasional di lapangan.

Dalam hal ini Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan
Bersenjata mendelegasikan tugasnya kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI),
Menteri Keuangan mendelegasikan kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja
sedangkan Menteri Dalam Negeri mendelegasikannya kepada Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi yang masing-masing membuka cabang pada dacrah Kabupaten
atau Kota.

Dengan demikian, implementasi tugas di lapangan dilakukan secara
bersama-sama oleh 3 (tiga) instansi sebagaimana sistem dan fungsinya yaitu:

1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara mengemban tugas
memungut PKB dan BBN-KB.

2. Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Sumut bertugas memberi pelayanan
registrasi dan identifikasi, bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB),
STNK dan PNKB.

3. Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja bertugas untuk melakukan

pemungutan SWDKLLJ.
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